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Rakyat Merdeka

Soal Pelaksanaan Pemilu & Pilkada

Beri Jarak, Tak Perlu Serentak

Jarak waktu pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak masih
jadi pembahasan. Terbaru, dari hasil survei Litbang Kompas.
menunjukkan, mayoritas warga ingin Pemilu nasional dan
Pilkada tak digelar serentak pada tahun yang sama.

Survei Litbang Kompas ini digelar 2-5 Desember 2024. Hasil-
nya, sebanyak 69,7 persen responden dalam jajak pendapat
ini setuju jika pelaksanaan Pemilu dan Pilkada tidak lagi dilak-
sanakan serentak di tahun yang sama. Sementara 28,5 persen
responden lainnya menjawab tak setuju dan 1,8 persen tak
menjawaby/tak tahu.

Survei Litbang Kompas ini digelar melalui telepon dengan

ditentukan secara acak dari responden panel Litbang Kompas
sesuai proporsi jumlah penduduk di tiap provinsi.

Survei ini memiliki tingkat kepercayaan 95 persen, margin of error
penelitian + 3,92 persen dalam kondisi penarikan sampel acak seder-
hana. Jajak pendapat ini sepenuhnya dibiayai oleh harian Kompas.

Tahun ini, tahapan Pilpres-Pileg 2024 dan Pilkada 2024 berja-
lan beririsan, Pemilu nasional digelar 14 Februari 2024, Semen-
tara Komisi Pemilihan Umum (KPU) memulai tahapan pilkada
serentak pada akhir Februari 2024 dan pencoblosan pada 27
November 2024 lalu.

Wakil Ketua Komisi || DPR RI, Dede Yusuf mengatakan
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625 responden dari 38 provinsi berhasil di arai. Sampel

akan melakukan evaluasi terkait rendahnya tingkat

partisipasi Pemilih dalam Pilkada 2024. Dia menyatakan, Komisi
11 DPR akan mengevaluasi efektivitas penyelenggaraan Pilkada
Serentak di tahun yang sama dengan Pilpres dan Pileg.

"Itu sebabnya, kami berpikir kami perlu evaluasi ke depan,”
kata politikus Partai Demokrat itu.

Sementara Peneliti Perkumpulan Pemilu dan Demokrasi (Per-
ludem) Kahfi Adlan Hafiz menyebut memang perlu ada pena-
taan ulang mengenai pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak.
"Ini kan tahun pertama kita melaksanakan Pemilu dan Pilkada
Serentak di tahun yang sama ya," ujar Kahfi.

Untuk membahas topik ini lebih lanjut, berikut wawancara
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lengk dengan Dede Yusuf dan Kahfi Adlan Hafiz.

DEDE YUSUF
Wakil Ketua Komisi Il DPRRI

KAHFI ADLAN HAFIZ
Peneliti Perludem

Sebaiknya Jarak
Minimal Satu Tahun

Apa tanggapan Anda dengan
keinginan masyarakat agar Pemilu
dun Pilkada Serentak dilakukun
pada tahun yang berbeda?

Meimang hal yang paling signifikan
adalah jarak waktu antara Pemilu dan
Pilkada minimum satu tahun,

Kenapa harus lebih dari satu
tahun?

Karena kita pahami penyeleng-
gara Pemilu dalam hal ini Komisi
Pemilihan Umum (KPU), Badan
Pengawas Pemilu (Bawaslu) cu-
kup kelelahan. Kita ketahui bahwa
prosesnya kan tidak hanya di hari
itu saja. Prosesnya terjadi mulai dari
persiapan, sosialisasi, pencetakan
danlain-lain. Itu kan memakan waktu
puluhan bulan, Jadi, kelelahan ini
juga menjadi salah satu faktor.

Anda yakin jika ada jarak waktu
antara Pemilu dan Pilkada, parti-

sipasi pemilih akan meningkat?

Menurut saya, kalau memang ada
jarak, baik itu satu tahun, dua tahun
atau lainnya. Paling tidak dalam lima
tahun wakni tugas KPU dan Bawashi,
nanti akan ada dua momentum yang
menjadi fokusnya.

Jadi ini bisa menjadi solusi ya?

Menurut kami, paling penting
adalah soal jarak waktu antara Pemilu
dan Pilkada ini. Schingga cuforia
untuk memilihnya it menjadi sangat
besar. Karena kalau masyarakatnya
terus ogah-ogahan malas atau calo-
nnya yang kurang menarik bagi mere-
ka, mercka tidak akan datang gitu.

Apakah ada faktor lain yang
menurut Anda menjadikan parti-
sipasi publik menurun?

Kita mesti lihat juga di Pilkada
2024 ini, ada memang dacrah-dacrah
yang masih cukup rentan dengan

konflik-kenflik horizontal.

Sepertl apa itu?

Seperti di dacrah pegunungan yang
sangat sulit untuk dicapai, isu-isu
SARA-nya juga masih sangat tinggi
sekali. Ttu perlu juga dibahas, apakah
tetap dengan Pilkada langsung atau
cukup seperti apa yang pernah
diusulkan Presiden dengan Pilkada
dipilih DPRD. Jadi bukan semua
dipilih DPRD, tapi dacrah mana yang
memang perlu dipilih DPRD sebagai
perwakilan dari rakyat.

Adakah faktor lain yang mem-
buat partisipasi pemilih kurang
maksimal?

Kurang menggapai para pemilih-pe-
milih pemula yang notabene sekarang
kan banyak yang generasi-generasi
muda, gen Z itu juga kurang mampu
merangkul, ya baik pesertanya mau-
pun juga dari sosialisasi KPU. o NNM

Pemilu Nasional &
Lokal Harus Dibedakan

Apa tanggapan Anda terkait
keinginan masyarakat agar Pemilu
dan Pilkada digelar pada tahun
yang berbeda?

Memang Pemilu dan Pilkada Se-
reniak yang dilakukan pada tahun ini
cenderung membuatjenuh masyarakat.

Kenapa itu terjadi?

Masyarakat jenuh itu terutama
dalam memahami kontestasi politik
baik Pemilu secara nasional maupun
Pilkada secara lokal. Itu kan rumit.

Apakah karena itu saja sebabnya?
Kami juga tidak melihat adanya
waktu yang cukup bagaimana calon-
calon kepala dacrah beradu gagasan,
berkampanye dan menyampaik

Pilkada Serentak secara nasional
Artinya semua daerah melaksanakan
Pilkada baik di tingkat kabupaten/
kota maupun provinsi.

Kalau evaluasi dari Perludem
sendiri seperti apa terkait Pemilu
dan Pilkada 2024 ini?

Pada Pemilu dan Pilkada 2024
kemarin jumlh pemilih rendah, ma-
syarakal enggan berpartisipasi, bahkan
di Jakarta misalnya tinggi sekali surat
suara tidak sah yang mungkin saja ini
disengaja oleh pemilih. Disebabkan
karena mereka tidak mendapatkan
calon-calon yang diinginkan

Terus apa sarandari Anda seper-
ti apa terkait pelak Pemilu

gagasan-gagasanmereka. Disamping
persoalan Parpol yang kurang bergai-
rah melakukan kerja-kerja di Pilkada
Serentak 2024. Ini adalah tahun
pertama melaksanakan Pemilu dan

dan Pilkada?
Perludem sendiri menyarankan
pelaksanaan Pemilu dan Pilkada

Pemilu Pilkada Serentak. Bukan han-
yakualitas manajemen penyelengga-
ranya saja tetapi juga kualitas calon,
semangat Parpol untuk bertanung dan
lain sehagainya.

Konkretnya seperti apa?

Kami membagi dua bagian. Pertama
itu Pemilunasional. Inidilakukanun-
tuk memilih Presiden, DPR RL, DPD
RI. Jadi tetapmenjamin keserentakan,
Laluyang keduaadalah Pemilu Jokal
Jadi setelah dua atau tiga tahun dari
Pemilu Nasional dilaksanakan, kami
Jjuga menyarankan Pilkada, Pileg
DPRD baik di kabupaten/kota mau-
pun provinsi itu diserentakan.

Menurut Anda pembagian seper-
tiitu akan lebih efektif?

Menurut kami, masyarakat jadi
tidak jenuh, Parpol tidak jenuh dan
bisa kan kembali mesin

yang menjamin efisien dan efektifitas
namun tetap menjaga kualitas dari

partainya. BNNM
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